
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.169, 2012 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 
Indikator. Kabupaten/ Kota. Layak Anak 

 

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG 

INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang 
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 
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4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention On the Rights of the Child 
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak);  

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009  tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG 
INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan 

memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan 
terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. 

2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah 
kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak 
anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk 
menjamin terpenuhinya hak anak. 

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara. 

Pasal 2 
Indikator KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi: 
a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk 
pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA; 

b. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup 
nasional; dan 

c. Tim independen. 
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